
  

BUPATI BARITO TIMUR 

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR 

NOMOR 15 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 25 

TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO TIMUR, 

Menimbang 1: a. bahwa adanya perubahan asumsi atas belanja pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Barito Timur Tahun Anggaran 2022 khususnya gaji PPPK 

sehingga menyebabkan perlu dilakukan pergeseran 

anggaran antar beberapa jenis belanja pada Dinas 

Pendidikan dan Dinas Kesehatan, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Barito Timur tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2021 Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022, 

Mengingat 1 1. Undang-Undang Nemor 25 Tahur 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581), 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 

Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi 

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4180), 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286):



10. 

11. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6735), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028), 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340): 

 



12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6177), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041): 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057): 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178): 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279): 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323), 

 



21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomer 754): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926), 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Barito Timur Tahun 

2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur 

Tahun 2009 Nomor 16), 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 

Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5), 

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 34, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur 
Nomor 31): 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 67, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur 

Tahun 2021 Nomor 55), 

   



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO 

TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2022. 

Pasal i 

Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 102), yang telah diubah menjadi 

Pergeseran Kedua Peraturan Bupati Barito Timur: 

a. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur 

Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 

2022 Nomor 107), dan 

b. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur 

Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 

2022 Nomor ....). 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 13, diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 13 

1. Belanja Daerah 
a. Belanja Operasi 

1 Semula Rp. 633.854.857.336 
2) Bertambah/ (Berkurang) (Rp. 3.846.696.000) 

Jumlah Belanja Operasi Setelah perubahan Rp. 630.008.161.336 

b. Belanja Modal 

1) Semula Rp. 109.037.748.965 
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 3.846.696.000 

Jumlah Belanja Operasi Setelah perubahan Rp. 112.884.444.965 

2. Ketentuan Pasal 73, diubah sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 73 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 
Belarja, dan Pembiayaan. 

b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi. 

   



c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. 

d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan 

Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran. 

e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. 

3. Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 74A dan 
74B sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 74A 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 

Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang- 

Undangan. 

Pasal 74B 

Pergeseran Anggaran yang dimaksud dalam Pasal 13 akan ditampung dalam 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur. 

Ditetapkan di Tamiang Layang 

pada Tanggal, A2 Juli 2022 

BUPATI PAR TIMUR,    
    -AMPERAA.YAMEBAS 

Diundangkan di Tamiang Layang 

pada Tanggai, 22 Juli 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BARITO MUR,—    

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 118 

 


